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MENTEF:{I INEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang : a bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik
dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme;

b. bahwa melihat perkembangan teknologi dan kondisi
masyarakat saat ini, dipandang perlu untuk
menyempurnakan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tanggal 31
Agustus 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890); ‘

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat - Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450); )
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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KEEMPAT

KELIMA

-

l 12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
] Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

- MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI
PEMERINTAH

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi
InstanSI Pemerintah dimaksud adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Menteri ini;

Pedoman ini merupakan acuan bagi para Pimpinan Instansi
Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah termasuk
’UMN/BUMD BHMN/BHMD dan badan usaha/badan hukum
! lainnya milik negara dalam meningkatkan efektifitas penanganan
! Qengaduan masyarakat di lingkungan instansinya secara terpadu,
 terkoordinasi, dan sinergik sesuai dengan lingkup tugas,

; f

' tanggurigjawab, dan wewenangnya masing-masing;

: f Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dapat diatur lebih

» lanjut oleh pimpinan instansi masing-masing;

| Iferaturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk
i qllaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab sebagalmana
" mestinya;

.~ Dengan berlakunya Peraturan. Menteri ini, Keputusan Menteri

' l,\legara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

' KEP/118/M.PAN/8/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi
lnstan31 Pemerintah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 17 Aprll 2009

Menten Negara

M&zratur Negara
T (e

Taufiq Effendi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Beflqkang

Salah SZ;IIL;I upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi
reformas:i adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Pényelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Yang pq’liﬁg utama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya
akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari tuntutan
aspirasii : reformasi, agar aparatur negara mampu
mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada
rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Sebagai;pénjabaran lebih lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
68 Tahur|'1 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Dalam P,e;nyelenggaraan Negara, yang antara lain menjelaskan bahwa
perah se;ert:a masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta
mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi, d?r} nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum,

.moral daln sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan !de:mikian hal penting' yang perlu diperhatikan adalah:

1. Ti_nda'kan hukum terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme
yangI khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan
Pejat%a’;[ lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya derigan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan

peruryd}'ang-undangan yang berlaku;

2. Pemberdayaan 'masyarakat dalam rangka ikut serta méijuEHzéﬁ
peny?lelanggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Dengan éhe;lk dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat

lebih tert;u'ka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap

Penyel‘qu;gara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undarigan yang berlaku.

.




Melalui} | kedua kebijakan di atas, diharapkan.  dapat
menumbuhkembangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peny ellenggara Negara dapat meningkatkan pelaksanaan tugas,
fung§i,; dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing, sesuai
dengan harapan masyarakat; :

2. Melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti
pengawasan masyarakat utamanya melalui intensifikasi penanganan
pengac!juan masyarakat oleh semua unsur aparatur negara terutama
aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah;

3. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan secara komprehensif,
'[el‘kC)IOI]’dlnaSI terpadu dan sinergik serta saling menghormati hak,
kewalljlban dan wewenangnya masing- masmg_berdasarkan etika dan

pera‘}:ugan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasa'rk;an uraian tersebut dan melihat kondisi pada saat ini dalam
penangan:an pengaduan masyarakat, maka dipandang periu untuk
melakukan penyempurnaan Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, agar pedoman ini dapat digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat,
yang dapat menampung kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat ini
sehingga penanganan dan pemantauan pengaduan masyarakat dapat

terselenlggaara dengan efektif dan efisien serta terkoordnnas: dan dapat

dlpenanbdungjawabkan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. sebagai acuan bagi instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah termasuk BUMN/BUMD, BHMN/BHMD dan badan
usa'ha/badan hukum lainnya milik negara dalam penanganan
plengaduan masyarakat;

b. sebageu pedoman bagi Aparatur Negara untuk bersikap, bertindak,
danl berperilaku agar memiliki etika moral yang baik, mendorong
eg'os:, kerja serta menumbuhkan dan meningkatkan ‘- kepercayaan
mias;,yarakat dalam menangani pengaduan masyarakat.




2. Tujur‘lﬂn;

L]

a. agajr pengaduan masyarakat dapat ditangani dengan baik dan

I | . .
bﬁznlar serta efektif dan efisien;

. acja?r penanganan pengaduan masyarakat lebih terkoordinasi.dan

mempunyai mekanisme penanganan yang sama;
™

. m'erhberdayakan pengaduan masyarakat sebagai kontrol sosial

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

N

masyarakat;

. m:etiﬁdorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(('i:‘opd Governiance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
(KK;N).

C. Sasaran .

1.

Tersele?lsaikannya penanganan pengaduan masyarakat secara cepat,.‘
tepat ’fertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
sesue];lii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berla}(u;;

. TerWJjL;Jdnya persamaan persepsi dan mekanisme dalam penanganan
pengaduan masyarakat,

Terciptanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dalam
penanganan pengaduan masyarakat;

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang baik oleh Aparatur
Pemerintah dalam penanganan pengaduan masyarakat.

D. Ruang L%in:gkup"

1. Penahganan pengaduan masyarakat yang diterima instansi

pemerintah pusat dan daerah termasuk BUMN/BUMD, BHMN/BHMD
dan bladan usaha/badan hukum lainnya milik negara, yang
disanlﬂp:aikan:

R
a. secara langsung

b. seicara tertulis/surat

c. melalui media elektronik

d. mel?lui media cetak

I



2. Meng atur sikap, tindakan, ucapan dan perilaku Aparatur Negara yang

menanganl pengaduan masyarakat.

E. Pengert‘ia‘n

1.

Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara
serta pemerintahan yang meliputi aparatur kenegaraan dan
perlnenntahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas
dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara serta
senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan
citq-gita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

Aparatur Pemerintah  adalah  perangkat pemerintah untuk
me jalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan
ma;syiarakat baik di pusat maupun daerah termasuk aparatur
BUMN/BUMD, BHMN/BHMD dan badan usaha/badan hukum
lainnya milik negara;

Peny'elenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan
funQSI eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang
fungsn dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
neglara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ya g berlaku

Pejflt?at Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga Negara
sebagaimana. dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan
pejabat negara lainnya y'ang ditentukan oleh Undang-Undang;

Ins ‘amsi Pemerintah adalah sebutan kolektif yang meliputi
Sekretanat Kepresidenan, Kementerian Koordinator, Departemen,
Ken enterian Negara, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Mabes Polri,
Le b‘aga Pemerintah Noh Departemen, Sekretariat Lembaga Tinggi
Negara Sekretariat Lembaga Lain, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/
Kot‘lai termasuk  BUMN/BUMD, BHMN/BHMD dan badan
usaha/badan hukum lainfya milik negara serta Instansi Pemerintah
Iainlnyla baik di tingkat Pusat maupun Daerah;

Per]‘g?awasan fungsional, yang selanjutnya disingkat Wasnal
adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara
fungsnonal baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah,
terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan
masyarakat agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang undangan yang berlaku;




10.

11.

12.

13.

14,

15.

Aparat Pengawas lntern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
APIP! adalah Lembaga/Unlt kerja di lingkungan’Instansi Pemerintah
yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan
fungswnal terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk
Satuan Pengawasan lntern (SPI) BUMN/BUMD, BHMN/BHMD dan
badan usaha/badan hukum lainnya milik negara;

Pmppman instansi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian baik Pusat
maupun Daerah;

Perixg]awasan masyarakat, yang selanjutnya disebut Wasmas adalah
pengawasan vyang dilakukan oleh masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerihtahan;

Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan
masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur
Pemclarintah terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau
kelman/pengaduan yang bersifat membangun;

PeTgéaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat
yaqg!isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya
perllyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
ole aparatur  negara, yang mengakibatkan  kerugian
masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
Perllgaduan tidak  berkadar pengawasan adalah pengaduan
ma;sy:arakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbang
saran, kiittk yang konstruktif dan lain sebagainya  yang
ber;manfaat: bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat; , ,

Pet]%a;nganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang
melipyti penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran,
kon!fir;masi, klarifikasi, péanelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak
Ianj{ut;dan pengarsipan;

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evailu?asi bukti yang dilatkukan secara independen, obyektif, dan
proﬁe'sional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai
kebenaran atas pengaduan masyarakat;

KonflrmaS| adalah proses kegiatan untuk mendapatkan
penkegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik
bersnfat perorangan, kelompok maupun institusional apabila mungkin
termasuk masalah yang dilaporkan;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

Kla'ifi:kaéi adalah prosegs penjernihan atau kegiatan yang
memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan
pada; proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan
instansi terkait; i
Pelapor adalah individu. atau kelompok masyarakat yang
mepyampalkan pengaduefm kepada instansi pemerintah tertentu;
Terapor adalah aparatur negara atau lembaga tertentu di luar
per?erlntah yang diduga melakukan penyimpangan atau
pel?nggaran |
Staltu;s selesai adalah apabila instansi/unit kerja yang berwenang
telah menerbitkan lapO(an hasil pemeriksaan atas pengaduan
masyarakat |
Partnsxpasn masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut
serta’mewu;udkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas
dar; korupsx kolusi, dan nepotlsme
Etlka dalam penanganan pengaduan masyarakat adalah norma dan
asas yang dipedomani dalam menjalankan tugas yang mengatur
tentarilg sikap, tlndakan ucapan Qan perilaku bagi aparatur
peme,rlntah yang menangani pengaduan masyarakat.

\ . : ;

{

I

. Asas-As;a? Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan

masylariakat

Transparansn yaitu membhka diri dan memberi kesempatan kepada
masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh
mformasu yang benar, ju1ur dan tidak diskriminatif terhadap
penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan
prosedur yang jelas; {

Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antar pejabat
yang | berwenang dan aparatur pemerintah terkait berdasarkan
mekapiisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;

Efekt’ivlitaS dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu
dan bjaya; :




. Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada -

masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;

. Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi

N

prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan. ataupun
kepentisngan pihak tertenty;

. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan

tugas |dan kewenangan | dengan tetap memperhatikan adanya
kepentingan yang sah lainnya secara seimbang; )

. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan

perat’uran perundang-unda}ngan yang berlaku, kecuali bila ada hak
atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

i
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BABII

ETIKA DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Etika ini ’di;maksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Pemerintah yang
menanganj pengaduan masyefrakat dalam bersikap, bertindak, berucap,
dan berperilaku agar memi!liki moral dan kepribadian yang baik,
mendorong etos kerja serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan
kepercayfajém masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat.

i ]
A. Nilai-‘N?Iai Dasar Aparatur Pemerintah yang menangani
penglaquan masyarakat

Apara:ttfr Pemerintah yang| menangani pengaduan masyarakat wajib
menjunjung nilai-nilai dasarf‘ sebagai berikut:

1. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat
keputusan yang ber aitan dengan penanganan pengaduan
masyarakat;

2. In;te;gritas, mewujudkanfr perilaku yang jujur dan bermartabat;

3. Ta:n'gguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan,
tan{wtc:amgan, ancaman dap intimidasi dalam bentuk apapun dan dari

pihak manapun; 1

4. Inovatif, selalu meningjatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.

B. Kewajiban dan LaranTt;an bagi Aparatur Pemerintah yang
mene}nlgani pengaduan m"rsyarakat
B ,
1. Aparatur Pemerintah yang menangani pengaduan
m'asgyarakat wajib:
a. rrilelaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan
' profesional; ' :

b' rpelaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan

' yang berlaku;
[ f
c. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;

d. rmengembangkan peimiki’fan secara kreatif dan inovatif dalam
rangka peningkatan kinerja;

|

B |



C. Etikg

e. menjaga informasi ye

pelapor dan terlapor;

ang bersifat rahasia terkalt dengan jabatan,

f. rpenyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang

" berkaitan dengan p

engaduan masyarakat kepada atasannya,

I apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau

e éerhenti/alih tugas;

g.| r;nenjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk

dokumen kepada

pihak lain, yang diperoleh sebagai

l?onsekuensi pelaksanaan tugas selama menangani pengaduan
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,
apablla sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau

tperhentl/ahh tugas.

by

Aparatur Pe’merintgh yang menangani pengaduan

||
I

masyarakat dilarang: |

a} menggunakan suml:fer daya publik untuk kepentingan pribadi

. atau golongan;

|

b. r;nenenma imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang

‘ ?erkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat;

c.| meminta atau mene

li<epentingan proses

d. imenyampaikan inf
selain pejabat yang

kepentingan pribadi

masy:/airakat

1.

Eiﬁ%a terhadap pelapo
a. memberikan pelaya
' Pamrih dan tanpa ur,

b% :memberikan pelaya

menangani kasus |

rima bantuan dari pihak manapun untuk
penanganan pengaduan masyarakat;

rmasi/dokumen kepada pihak manapun
diberi kewenangan;

yang menimbulkan terjadinya konflik

i kelompok maupun golongan.

jAparatur Pemerintah dalam penanganan  pengaduan

¢

nan dan empati, hormat dan santun, tanpa

sur pemaksaan;

nan secara cepat, tepat, terbuka dan adil

serta tidak diskriminatif:




a.
b.

a.

il
i

= S e

: enjamin  kerahasi
Tetentuan peraturan

enciptakan kenyar

. Etika terhadap terlapor

i
rjnenjunjung» tinggi as
l?wenghormati hak-ha

menjalin kerjasama

menggalang rasa ke

aan Identitas pelapor sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;

janan dan keamanan kepada pelapor;

: emberikan penjélasan secara  proporsional tentang
perkembangan proses pengaduan masyarakat yang ditangani.

- meliputi:

as praduga tak bersalah;

k terlapor.

. Et!ik!a terhadap sesama Aparatur Pemerintah yang menangani
pengaduan masyarakag

t:

'secara kooperatif dengan unit kerja lain

yang terkait dalam reingka pencapaian tujuan;

bersamaan;

r}nenghargai perbed

saling membimbing,

ian pendapat;

mengingatkan, dan mengoreksi.
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'BAB Il

:
|
o
{PENATAUSAHAAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pengaduan r!nasyarakat yang diterima oleh instansi pemerintah agar
ditangani secara cepat, tepat, dan tertib, maka setiap instansi pemerintah
perlu menambah tugas dan fungsi pada unit kerjanya untuk melakukan
penatausah?a‘n, yang meliputi: :
b,
A. Pencatatan
Pencatatan dilakukan sesuai dengan prosedur penatausahaan/
pengadministrasian yang berlaku di lingkungan masing-masing instansi,
dengan |cara manual atau | penggunaan sistem aplikasi komputer
disesuaikl(an dengan sarana yang dimiliki.

Pengadulan masyarakat yang diterima secara langsung, tertulis/surat, dan
melalui meFia elektronik serta media cetak, dilakukan pencatatan sebagai
berikut: | .

1. Data surat pengaduan, mel 'puti:

a. N?mor dan Tanggal Agenda
b. Ta;n‘ggal surat pengaduan
C. Kéte{gori
d. Pe{ribal
2. ldentit‘a?s pelapor, meliputi: |

qurja

S

Alrimpat
P k?ﬁaan

K blzJpaten/Kota

o o

e. Provinsi

f. K :teigori Pelapor

1

3. ldentittas terlapor, meliputi: |

a. N‘a}’mfa,
b. Nll?/[i\lRP‘- -

[

11




" 2. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan:

|
. Penelaarqn

!
|
{

!
c. Alarat

d. Jatbelltan.

L . '
e. In§t?n3| Terlapor
l l

f. Ke’ltér_gori Instansi

4, Loka!si :kasus,, meliputi:
a. Kabupaten/Kota
b. PrtO\?/insi
C. Neizg?ra

Pengadtﬂ}arfl yang telah dicatat kemudian ditelaah dan dikelompokkan
berdasarkan jenis penyimpangﬁn dengan kode masalah, sebagai berikut:

01. Penyalahgunaan wewenang

02. Pelayanan masyarakat
03. Korupsi/pungli

04. Kepegawaian/ketenagakerjaan .

05. Perta?ahan/perumahan

06. Hukum/peradilan dan HAM

07. Kewaspadaan Nasional
08. Tat Ieiiksana/regulasi
09. Lingkpngan hidup, dan
10. Umbnﬁ

Rincian leFih lanjut pada jenis masalah tersebut dapat dilihat dalam
Lampiran 1, dan apabila terdapat jenis masalah yang belum tercantum 3

dalam kode jenis masalah tersebut, dapat ditambahkan sesuai dengan
kebutuhanzinst’ansi masing-masing.

Langkah‘-léngkah penelaahan
tidaknya |

1. Merumuskan inti masalah yang diadukan;

I

]

materi pengaduan masyarakat setidak-
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

-




P
llQ

3. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam
kaitarpn;ya dengan materi pengaduan yang baru'_diterima;;

4. Men I‘tapkan hasil penelaahan pengaduan masyarakat untuk proses
penalnganan selanjutnya.

Hasil peﬁQlaahan pengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam

2 (dua) l<iategori, yaitu: -

1. Berkeitdiar Pengawasan

a. apabila substansi/materi pengaduan logis dan memadai dengan
idter}titas pelapor jelas serta didukung bukti awal, harus dilakukan
pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;

b. ap!’a.bila substansi/materi pengaduan logis dan memadai serta
digu;k'ung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas, perlu
di’akukan pemeriksaan  untuk  membuktikan  kebenaran
informasinya;

Cc. apabila substansi/materi pengaduan tidak memadai dan identitas
pelapor jelas, perlu dilakukan klarifikasi dan konﬂrmasn sebelum
dlﬂakukan pemeriksaan;

d. aRablla substansi permasalahannya sama, sedang atau telah
di al;ukan pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses

pe’rquuktian.

2. Tndaku Berkadar Pengawasan

a. aplablla substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik
yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi
p irb,aikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan-
mclas;yarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan

keputusan/kebijakan;

b. ap;abila substansi/materi pengaduan tidak logis yang berupa
keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan pemerintah

tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu diproses lebih lanjut.
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C. Penyalu{ra}n

Penyalurian adalah suatu kegiatan instansi penerima pengaduan
masyarakat untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada instansi yang
berwenafngi melakukan penanganan, tindakan korektif dan tindakan
hukim lainnya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan
kewenang!émhya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Mekanisme penyaluran pengaduan masyarakat diproses berdasarkan
jenjang/hirfarki kewenangan serta tanggungjawab sebagaimana dapat di
lihat padla Lampiran 2 dan 3.

1. Peny@luran berdasarkan obyek terlapor
a. Abqratur Pemerintah

APa,bila permasalahan yang disampaikan mengenai
pen‘yimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur
Pemerintah, penyalurannya ditujukan kepada  APIP instansi
terlapor atau Instansi Pemerintah yang berwenang agar dapat
segera ditangani dengan tembusan kepada pimpinan instansi/unit

kelzrj?a instansi terkait untuk mendapatkan perhatian.

b. BPlgan Aparatur Pemerintah

Apabila permasalahan yang disampaikan mengenai
p%nyimpangan' dan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan
aparatur pemerintah, penyalurannya ditujukan kepada pimpinan
instansi teknis yang berwenang menangani, dengan tembusan

|

k(—i:‘p,ada pimpinan instansi pemerintah terkait.

C. ijabat Negara

A‘Pa!bi!a permasalahan yang disampaikan mengenai
penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat
neg?ara, penyalurannya disampaikan kepada Presiden Rl selaku
Kfaéala Negara/Pemerintahan dengan tembusan kepada pimpinan
intansi yang terkait.

2. Apabjla permasalahan melibatkan aparat penegak hukum,
penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan
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tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
atau ipenyelenggara negara, mendapat perhatian serta meresahkan
masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), penyalurannya disampaikan
kepalda APIP instansi terlapor agar dapat segera ditindaklanjuti,
dengam tembusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan

lnsta[ns:i Pemerintah terkait.

3. Dalam rangka melindungi pelapor dari pihak yang tidak
berkepentingan, instansi/unit kerja yang menangani pengaduan
mas¥arakat wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya
identitas pelapor, seperti tidak mencantumkan identitas pelapor dalam
suratj penyaluran dan menutup identitas pelapor yang terdapat dalam
surat pengaduan yang dilampirkan bersama surat penyaluran.

Apabila dalam rangka proses pembuktian kebenaran pengaduan
diper]lu‘kan keterangan pelapor, instansi/unit kerja yang berwenang
menangani pengaduan masyarakat dapat meminta identitas pelapor
kepada instansifunit kerja yang menyalurkan/mengirimkannya dengan

keweltjitz)an untuk tetap merahasiakan identitas pelapor.
|

4, Apablila terjadi kesalahan alamat penyaluran dan atau lampiran surat
penyaluran yang tidak sesuai, maka instansi penerimanya wajib
segera mengembalikan keseluruhan berkas penyaluran kepada
mstan3| yang menyalurkan/mengirimkannya, agar dapat segera
dllaklukan langkah perbaikan sebagaimana mestinya.

5. Apablla terjadi kesalahan tujuan penyaluran yang bukan kewenangan,
maka instansi penerima agar segera menyalurkan kembali kepada
msta!ns,l yang berwenang menangani dengan tembusan kepada
instansi yang menyalurkan dan instansi lain yang terkait, agar dapat

L . .
segera dilakukan penanganan sebagaimana mestinya.

. Per1gar§ipan

Penataa;n dokumen atau pengarsipan yang baik dimaksudkan untuk
menyim'an dengan aman dan mempermudah serta mempercepat
pencarian kembali dokumen pengaduan masyarakat bila sewaktu-
sewakty diperlukan. Penyimpanan dokumen diatur berdasarkan
klasifikasi  jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu

'pengadqan, yang penyimpanannya disesuaikan dengan sarana dan
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1yang ada serta berdasarkan prosedur pengarsipan yang

i
pr"asaranL
berlakuﬁ..’
Arsip—ars'p}surat pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dan
bersifat rahasia harus disimpan dengan baik dan hati-hati. Terhadap
) permintatlem informasi dari pihak lain (masyarakat,. Lembaga Swadaya
Masyarakat, media massa, dan lain-lain) yang tidak terkait, informasi
yang da}pat diberikan hanya data statistik penanganannya bukan
substansi, | kecuali untuk surat pengaduan masyarakat yang tidak
berkadar : pengawasan seperti sumbang saran, permintaan
sumban%a?/bantuan, dan lain sebagainya.

|
1
I
i
|
|
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BAB IV

; PEMBUKTIAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan |masyarakat yang berkadar pengawasan wajib diselesaikan

dengan melaikukan pembuktian atas kebenaran substansinya melalui

kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:
| '

A. Pemeriksaan

1. Telaah;an Lanjutan

Telaahan lanjutan dilakukan sebagai berikut:

R

a. m]er,npelajari dan merumuskan permasalahan;

. pe'n?aparan hasil rumusan kepada pimpinan instansi untuk kasus-

kaTsus yang signifikan;

m'erymuskan bahwa pengaduan sudah mengarah kepada adanya
pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

2. Konfirmasi

Kegiatan konfirmasi dilakukan sebagai berikut:

a.

b.

mlcar?gidentifikasi terlapor;

m}encari informasi tambahan dari sumber lain yang berkaitan
deina‘gan permasalahan yang diadukan sebagai bahan pendukung.

3. Klari 'ikiasi

Kegie}tan klarifikasi dilakukan sebagai berikut:

a.

m:er’ninta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada
pipak-pihak yang terkait dengan pérmasalahan yang diadukan;

m:eljakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan
dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang

b%ﬂ?ku;
m|eminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah

dilsampaikan oleh pihah-pihak yang telah dimintakan penjelasan.

17




Hasil dari telaahan lanjutan, konfirmasi, dan klarifikasi pengaduan
masyara!kat adalah berupa kesimpulan tentang perlu atau tidaknya
dilakukah pemeriksaan atas permasalahan yang diadukan.

Apabila ; hasilnya menyatakan menyatakan tidak perlu dilakukan
pemeriksaan karena tidak cukup bukti, maka instansi penerima
pengadL}an agar menginformasikan hasilnya kepada pelapor dan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atau instansi terkait.

Apabila ih?silnya menyatakan harus dilakukan pemeriksaan yang lebih
mendalam, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeriksaan mengacu pada sistem, prosedur dan ketentuan
serta \arah dan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat pada
setiap instansi penerima pengaduan untuk memperoleh bukti fisik,

bukti quumen, bukti perhitungan, keterangan ahli dan atau bukti-bukti
lainnya mengenai kebenaran permasalahan.

2. Pemeriksaan dilakukan dengan cermat, cepat, mudah serta hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara:

a. menyusun/menentukan Tim Pemeriksa yang berkompeten;
b. me:ngalokasikan anggaran pemeriksaan;

C. mei’nyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), yang meliputi:

1) | penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan permasalahan yang diadukan;

2) menentukan metode atau prosedur pemeriksaan;

)
3) i menentukan waktu dan lokasi yang diperlukan;
4) ' menentukan para pihak yang perlu diminta keterangan;
5) . menentukan keabsahan dan kecukupan bukti-bukti yang telah

[ diperoleh;

6) , merumuskan hasil pemeriksaan.

3. Terhédap pengaduan masyarakat yang dinilai penting dan strategis
serta bierdampak nasional, perlu dilakukan penanganan lintas instansi
denggn membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari unsur instansi
pemerintah terkait.

[
|
l



B. Waktu Benyelesaian

Penanganan pengaduan masyarakat harus dapat diselesaikan dalam
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah surat
pengaduan diterima oleh instansi yang menangani, kecuali ada alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pelaporan

1.

Laporiar}] hasil pemeriksaan disusun secara sistematik, singkat, jelas
dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dari
hasil : telaahan lanjutan, konfirmasi dan klarifikasi, pemeriksaan

dengalmidata pendukung serta saran tindak lanjut.

Hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang disalurkan oleh
suatu) instansi pemerintah harus dilaporkan kepada pimpinan instansi
yang menyalurkan;

. Laporfar:'l hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang

meny:angkut' kerugian negara/daerah paling sedikit

Rp1.?0?.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib disampaikan kepada
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Hasil jpemeriksaan pengaduan masyarakat segera disampaikan oleh
instansi pemeriksa kepada:

a. piimpinan instansi terlapor;
b. pimpinan instansi penerima pengaduan;

c. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Tromol
Pos 5000.

APIP! Pusat dan Daerah yang menangani pengaduan masyarakat
wajibi melaporkan perkembangan penanganannya secara berkala
(setiap ‘semester) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara, dengan menggunakan format pada Lampiran 4.

D. Perlindu]'ngan Terhadap Pelapor dan Terlapor

Selama . proses pembuktian pengaduan, Instansi/unit kerja yang
berwena'q menangani pengaduan masyarakat wajib memberikan
perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar baik kepada pelapor
maupun fetlapor. '

19




@

1. Perlindungan Terhadap Pelapor

a. p%la;por yang memberikan informasi tentang adanya indikasi
pei:n:yimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah/negara
sc?lama proses pembuktian pengaduan masyarakat tidak dapat
dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan
ya;xng akan, sedang, atau telah diberikannya sesuai dengan
pc}ér?turan perundang-undangan yang berlaku;

b. pelapor yang memberikan informasi adanya indikasi
pe'an;yimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah/negara
yang pengaduannya belum ditangani oleh Aparat Penegak Hukum,
pelapor diberikan perlindungan bersifat administratif dengan selalu

menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

c. apabila pengaduan tersebut sudah ditangani oleh Aparat Penegak
H:LJKum dan pelapor dijadikan saksi, maka pelapor berhak
mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 13 Tahqn 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

K(larban.

2. Perlindungan Terhadap Terlapor

a. pjrr!]pinan Instansi Pemerintah atau Pejabat yang berwenang wajib
memperlakukan terlapor sebagai pihak yang tidak bersalah
slar;npai hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi dan pemeriksaan
dfgpat membuktikan benar atau tidaknya pengaduan masyarakat;

b. pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang berwenang wajib
memberikan  perlindungan kepada terlapor dengan tidak
memberikan sanksi dalam bentuk apapun tanpa didukung bukti
yang sah dari hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi dan
ppﬁneriksaan.
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BAB V

HiA;SIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Fungsi ‘H‘asil Penanganan

Hasil pe’rainganan pengaduan masyarakat dapat berfungsi untuk:

1.

Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun
kontrol sosial yang sehat terhadap jalannya pemerintahan;

. Menjadj salah satu tolok ukur (barometer) kepercayaan masyarakat

terhada;p kinerja aparatur pemerintah;

. Membangun citra aparatur pemerintah yang beretika, bermoral,

profesignal, transparan, bertanggung jawab dan memiliki jiwa korsa
apargtur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayan:an masyarakat;

.Mempe}rbaiki dan mengefektitkan sistem pengendalian intern

termasuk pengawasan fungsional, khususnya bidang pelayanan
masy?rgkat dan pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

.Menu:m:buhkan kepekaan dan mengefektifkan fungsi manajerial

terutama dalam memperbaiki perumusan kebijakan, perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban di
semu? jenjang birokrasi pemerintah;

.Mene:galtkkan hukum dan keadilan secara tertib, proporsional dan

demotkriatis.

Penyelesaian Hasil Penanganan

1.

Laporiaril hasil penanganan pengaduan masyarakat agar

ditindakilanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undarLg:an yang berlaku, berupa: .

a. tin}dakan administratif;

b. tinida;\kan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
C. tin:quan gugatan perdata;

d. tindakan pengaduan perbuatan pidana,

e. tindakan penyempurnaan manajemen instansi yang bersangkutan.
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2. Terha’d;ap Pelapor

Pimpinan instansi atau pejabat yang diberi wewenang dapat
meny.?mpaikan informasi hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat
kepaqaipelapor;

3. Terhﬁdap Terlapor .

a. a ablla hasil pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya, pimpinan
In?tanl_ atau pejabat yang diberi wewenang segera
mckenlgembalikan nama baik terjapor;

b. ap‘atpila hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, pimpinan
instansi atau pejabat yang diberi wewenang segera mengambil
tinquan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

4. Terha’dép hasil pemeriksaan

a. aplati)ila pelapor merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan dan
menyampaikan pengaduan masyarakat kembali disertai dengan
buktj pendukung yang memadai, pimpinan instansi atau pejabat

ya|ng diberi wewenang perlu melakukan pengkajian ulang terhadap

hasrl pemeriksaan;

b. terh?dap hasil pemeriksaan yang dianggap kurang memadai atau
tidak sesuai dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya,
Kem:enterian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atau
Instansi lain terkait yang berhak menerima laporan atas hasil
tinlda;k lanjut penanganan pengaduan masyarakat dapat
me%le}kukan verifikasi atas kebenaran hasil pemeriksaan tersebut.

Pemant?u:an Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemant 'uan atas hasil penanganan pengaduan masyarakat dilakukan
oleh instarisi yang berwenang.

1. Pemantauan

a. secara langsung

1) pemutakhiran data;
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2) rapat koordinasi;

tmonltorlng ke instansi yang menangani.

b. seo!ara tidak langsung

1) imelalui komunikasi elektronik;

2) imelalui surat menyurat.

. Bukti Ftlananganan

Bukti ipgenanganan adalah laporan hasil pemeriksaan dengan
melan}'piirkan bukti pendukung.

. Status Penanganan

a. Sta:tu;s Dalam Proses
Apabila permasalahan yang diadukan sedang dalam proses
pena:nganan oleh instansi pemerintah yang menerima pengaduan

masyfarakat.

b. Status Selesai

|mstan51/un|t kerja yang menerima penyaluran pengaduan
!masyarakat telah melakukan penanganan dengan bukti yang
sah dan dapat dipertanggungjawabkan; atau

2) lms’tanSI/unlt kerja yang menerima penyaluran pengaduan
masyarakat tidak dapat melakukan proses pemeriksaan
kebenaran pengaduan masyarakat, karena: ’
(@) telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak
- Hukum; atau

(b) diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan
. disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau

(c) berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap
i  kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat
" dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
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B BAB VI
KOOIiRIE)lNASl PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam raa‘ng,ka menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan
mengefel'diifkan penanganan pengaduan masyarakat, perlu dilakukan
koordinasi | antara instansi yang terkait, dengan pemberitahuan kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk kasus-kasus

yang berssif!at khusus.
i

A. Koordirinasi Intern Departemen/Lembaga
1. A tara pejabat/unif kerja di lingkungan instansi masing-masing;

2. A teira pejabat/unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat
dengan pejabat/unit kerja lain di lingkungan instansi tertentu.

B. Koorcfii?asi Antar Departemen/Lembaga
1. Antara APIP dan atau yang menangani pengaduan masyarakat;

é. Antara APIP dengan Kementerian Negara Pendayagunaan
Apa?atur Negara;

|

3. Ar}ta:ra APIP dengan Aparat Penegak Hukum.

C. KOOI‘(!ﬂiI:'IaSi Antara APIP dengan Masyarakat/Organisasi

|

Kemﬂsyarakatan.
!

1. Antara APIP dengan pelapor/masyarakat;
2. Antara APIP dengan organisasi kemasyarakatan.

toy

24




.

N

Dalam rangka

BAB Vil

ANGGARAN

méwujudkan kelancaran penanganan pengaduan masyarakat

dan agar penaimganan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara baik dan

benar, perlu|di

Untuk itu set

menyediakaI

dukung dengan anggaran yang memadai.
ap Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib
anggaran untuk penanganan pengaduan masyarakat, yang

dibebankan pa}da anggaran APBN/APBD instansi masing-masing.

i

| i
w
3
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= BAB VIii
SANKSI

1. Pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menolak pemeriksaan oleh

aparat Pe’ngawasan fungsional yang berwenang dan atau tidak
menindal|<lanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan
masyarakat sebagaimana mestinya dan atau melindungi aparatur yang
melanggar, aturan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi lain
sesuai den:gan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Pimpinan | instansi pemerintah atau - aparatur pemerintah yang

bertanggung jawab menangani pengaduan masyarakat yang tidak
melakukan penanganan pengaduan masyarakat dalam waktu 90
(sembilan lpuluh) hari setelah surat pengaduan diterima tanpa alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi administratif dan
atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

|
. Instansi p(;amerintah dapat memberikan sanksi administratif dan atau

sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku kepada aparatur pemerintah yang menangani pengaduan
masyarakat yang melanggar etika dan standar dalam menangani
pengaduan masyarakat;

. Instansi [pemerintah dapat memberikan sanksi administratif dan atau

sanksi la?in sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku kepada APIP yang tidak benar dalam memberikan laporan
hasil perTeiriksaan atas pengaduan masyarakat.
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BAB IX

5 PENUTUP

Dengan adalnya Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi

Instansi Pe eirintah ini diharapkan aparat/pejabat yang bertugas menangani

pengaduan pasyarakat di masing-masing instansi pemerintah baik di pusat
1 . . . .

maupun daerah dapat meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan

pengaduan r1nasyarakat.

!

Setiap instTn'si pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti
Pedoman Ur?um Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi

Pemerintah ing dengan membuat Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan
Masyarakat.| |

Pedoman ini merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam penanganan
pengaduan masyarakat untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah demi

terwujudnya | pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Jakarta, April 2009

. Menteri Negara
+ Pendayagunaan Aparatur Negara

’7&éﬂ
\\

Taufiq Effendi
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BAB IX

PENUTUP

Dengan adanya Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi
Instansi Pemérilntah ini diharapkan -aparat/pejabat yang bertugas menangani
pengaduan a?yarakat di masing-masing instansi pemerintah baik di pusat
maupun daerah dapat meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan

pengaduan mlas_;yarakat.

Setiap instargsi pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi
Pemerintah ini dengan membuat Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan
Masyarakat. |

Pedoman ini F erupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam penanganan
pengaduan mlas!yarakat untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah demi
terwujudnya p')e:merintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

f Jakarta, 7 April 2009

{ - Menteri Negara

o A P unaan Aparatur Negara
o (W

Taufiq Effendi
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Lampiran 1

PEN%ELOMPOKMN BERDASARKAN JENIS PENYIMPANGAN

. ! |

» 01. [Penyalahgunaan wewenang, meliputi: 0100

- Perbuatan aparaturyang merugikan masyarakat - . 0101

- Pemaksaan kehendak: 0102

- Tindakan sewenang-wenang 0103

- Salah kelola | . ‘ 0104

“ - Penggunaan fasilitas/barang milik negara ) 0105

" - Penyalahgunaan wew?nang lainnya 0106
02. |Pelayanan masyarakat, meliputi: 0200

- Pelayanan pengurusar:\ dokumen/identitas diri ) 0201

- Pengurusan perijinan 0202

- Pelayanan pembaygran gaji/pensiun 0203

- Pelayanan pajak daln cukai . 0204

' - Pelayanan perindus'triqn. perdagangan, dan koperasi 0205
. - Pelayanan perhubupgan 0206
- Pelayanan transmigras;i 0207

- Pelayanan pendidikian: 0208

- Pelayanan kesehatan . 0209

- Pelayanan sosial 0210

- Pelayanan imigrasi | 0211

- Pelayanan perbankan/:asuransi . 0212

- Pelayanan kelistrikan | 0213

- Pelayanan telekomunikasi 0214

- Pelayanan air minur]n 0215

- Pelayanan Polri ' ) 0216

- Pelayanan lainnya 0217
03. |Korupsi/pungli, meliputi: 0300

- Penguasaan tanpa hak atas uang/kekayaan negara 0301

- Pemalsuan/pengeluaran fiktif/pembetian barang tidak sesuai dengan spesifikasi 0302

- Pembelian dengan harga dimahalkan (mark up) 0303

. - Penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran 0304
i - Penjualan atau manjpulasi penjualan milik negara 0305
. - Pemotongan angga an| dana bantuan dan kredit bank 0306
- Penyalahgunaan anggaran/dana 0307

- Manipulasi perpajakan dan retribusi 0308

- Penyimpangan proses pelelangan 0309

- Pemerasan, penyitaan, komisi, hasil penjualan tidak setor 0310

- Penyimpangan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat 0311

- Pungutan liar . 0312

- Gratifikasi | 0313

- Korupsifpungli lainnya 0314

‘ i —




05.

06.

:;Kepegawaian/keténqgakerj‘aan, meliputi :

Kepangkatan
Jabatan/mutasi
Gaijifrapel gaiji
Pensiun/tunjangan ,
Kesejahteraan pegawai
SK pegawai

. Pemalsuan berkas kepegawaian

Pelanggaran PP 10/1983 jo PP 45/90
Disiplin Pegawai Negeri (PP 30/1980)
Hubungan kerja kepegawaian (PHK)
Penerimaan pegawai :baru/tenaga honorer
Tanda jasa dan sejenisnya

Ketidakjelasan pek?rj§an/non job
Permasalahan TKIfTKwW
Jabatan/kesempatan l;<erja,

Masa kerja |
Norma kerja dan pﬁ'rsyaratan kerja

Pelanggaran kepejavs%aian/ketenagakerjaan fainnya

Pertanahan/perumahan, meliputi:

Ganti rugi tanah/tar’anjan

Hak atas tanah

Manipulasi tanah

Peruntukan tanah/tata; ruang
Sertifikat tanah 1

Pembebasan tanah

Tanah warisan |

Penggalian tanah/pien;ebangan pohon
Tanah yang dijadik?n agunan kredit
Pembongkaran rumah

Pemilikan rumah

Hak penghunian rumah

Ganti rugi'rumah

ljin bangunan (IMB})

Sewa menyewa rumah
Peruntukkan rumah

Permasalahan pert?nahan/perumahan lainnya
|

Hukum/peradilan dan HAM, meliputi:

Persengketaan
Pelanggaran huku
Pencurian/penadahant
Pemalsuan .
Penipuan
Penggelapan
Kontrak/perjanjian/a‘lkaid nikah/cerai
Grasi, amnesti, rehabilitasi
Peninjauan kembali

Kasasi t

Banding. '

3

- Eksekusi

Barang buktiflelang]

Proses hukum (lam:a. tidak adlil)
Pelanggaran HAM '

Permasalahan hukum/peradilan lainnya

0400

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416

0417

0418

0500

0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509

-0510

0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517

0600

0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616




08.

09.

10.

Kewaspadaan Nasic')n?l, meliputi:

Separatisme - i

SARA

Gangguan Kamtibmas
Penyelundupan/perdagangan gelap
Perjudian/pelacuran !

Uang palsu !
Narkoba

Kenakalan remaja
Perbatasan Wilayah
Kewaspadaan Nasional [ainnya

Tatalaksana/regulasi, :meliputi:
i

Pengaturan perdagangap/tata niaga ,

Prosedur dan persyar’atan pemilihan kepala Daerah, Kades
Penentuan tarif, harga dan sumbangan

Pengaturan angkutan|darat, laut dan udara
Kepemimpinan/pemetintahan dan pengelolaan unit kerja/badan usaha
Prosedur dan persyaratan keimigrasian

Pengalihan/pengembaimgl;an status wilayah

Prosedur pencairan u?ng perjalanan/lumpsum pindah kerja
Penentuan kepanitiaa

Prosedur pengiriman sekolah ke luar negeri

Pengaturan/tatalaksarlna/lregulasi lainnya

Lingkungan Hidup, meiliputi :

Pengerusakan tanah/lingkungan
Pencemaran udara dan éir
Kebisingan ) { .
Perlindungan satwa/hewan langka
Perlindungan tanaman
Amdal ]
liteggal logging/illegal |fisE1ing

|

Umum

f
Permohonan bantuan, sumbangan
Penyampaian usul/sumb:ang saran
Pelanggaran media mas;sa/elektronik
Surat-surat yang tidgk m?miliki kadar pengawasan lainnya
!

0700

0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710

0800

0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811

0900

0901
0802
0803
0804
0905
0806
0907

1000

1001
1002
1003
1004

L]
!




Lampiran 2
Mel{<anisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tanggapan Tanggapan

— —————— - —— i ——

r
l
I
I

Pqngiaduan'

Penyaluran

I S |

Tanggapan

Ketérangan :

1.

2.

9

Masyarakat }menyampaikan pengaduan melalui Kementerian Negara
PAN/Tromol F’OS 5000 atau langsung ke Instansi terlapor;

Oleh Kemente ian Negara PAN/Tromol Pos 5000 disalurkan ke Instansi
terkait yang l?erwenang menangani, sedangkan oleh Instansi Pemerintah
yang Iangsung1 menerima pengaduan, pengaduan dapat ditangani oleh
instansi tersebut atau disalurkan kepada instansi terkait yang berhak
menangani

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada beberapa instansi
pemerintah, penanganannya dilakukan oleh instansi yang berwenang
sesuai deng?n substansi permasalahannya, apabila dianggap strategis
dan lintas sektoral dapat dibentuk tim gabungan dari instansi terkait;

Dari Instansi,memberikan tanggapan atas hasil penanganan pengaduan
masyarakat tersebut kepada Kementerian Negara PAN/Tromol Pos 5000

dan atau delipat diberikan kepada Masyarakat sebagai pelapor yang

mempunyai ldentltas jelas;

Tanggapan yang berupa hasil penanganan pengaduan masyarakat yang
diterima oleh Kementerian Negara PAN/Tromol Pos 5000 dari Instansi
yang menangam dapat disampaikan juga kepada masyarakat sebagai
pelapor yangimempunyai identitas jelas, jika diperlukan.

| Tanggapan



INSTANSI/UNIT KERJA YANG BERWENANG MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT

_| Instansi Pusat

APIP terkait

- Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

a. ‘Se,-k"re-t-ariat Jenderal ‘Lér;t;ag;Ti;I;;.;gi Negara

b. Departemen/Kementerian/LPND APIP terkait. Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

¢. Kejaksaan Agung R.I. APIP terkait Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

d. Mabes TNI APIP terkait Instansi terkait dan Menpan, tembusan irjen Dephan
e. Mabes TN! AD/AL/AU APIP terkait Instansi terkait dan Menpan, tembusan Irjen Dephan
f. Kepolisian Negara R.I ' APIP terkait Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

g. Bank Indonesia APIP terkait - Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

h. BUMN/BHMN/Badan Usaha/Hukum Lain APIP terkait Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

instanst Pemerintah Daerah

a. Pemda Provinsi (termasuk BUMD/BHMD) APIP terkait Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

b, Pemda Kabupaten/Kota (termasuk BUMD/BHMD) APIP terkait Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

c. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

Aparat Penegak Hukum(APH)

Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

Kasus - kasus bersifat khusus, nasional, strategis,
lintas sektoral atau melibatkan Pejabat Negara sesuai
dengan Pasal 11 UU No. 43 Tahun 1998 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian

Aparat Penegak Hukum(APH)

Lembaga/Instansi/Pejabat terkait




Lampiran 4

LAPORAN SEMESTER TAHUN
HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Instansi <

e e e - - o - - n T ——————— i -
NOQ, NO. & TGl a.-RELAROR SUBSTANSI : STATUS TINDAK LANJ

; o _._SANKSI  — e
URUT | SUR AT-AG BN A o L -
URUT/~SURAT-AGENDA PENGADUAN MASYARAKAT
b. TERLAPOR

DITERIMA DARI KEMENTERIAN NEGARA PAN/TP 5000

B. | DITERIMA LANGSUNG
Pejabat Yang Melaporkan,

............................. teeraaesasanaa

Jabatan :

R P




